BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 4| TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN
DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan tunjangan perumahan dan

tunjangan transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, maka perlu mengubah Peraturan Bupati
Tanjung Jabung Timur Nomor 51 Tahun 2017 tentang
Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor
41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 51 Tahun 2017
tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan
Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor

51 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan dan



Mengingat

Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daeraah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3969);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Mentri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2017 Nomor 2);




Menetapkan

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);

10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 51
Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan dan
Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017
Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 41 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung
Jabung Timur Nomor 51 Tahun 2017 tentang Tunjangan
Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Tahun 2020 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 51
TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN
TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG
JABUNG TIMUR.

Pasal |

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung
Jabung Timur Nomor 51 Tahun 2017 tentang Tunjangan
Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Tahun 2017 Nomor 51) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor
41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 51 Tahun 2017




tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi
bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Tahun 2020 Nomor 41) diubah, sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3 diubah, angka 6
dihapus dan disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 7a
dan angka 9a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan

urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan
DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945,

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah wunsur perwakilan rakyat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

6. dihapus

7. Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang
memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten
Tanjung Jabung Timur sesuai dengan ketentuan

peraturan Perundang-undangan.

7a. Sekretariat DPRD adalah perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dibentuk
untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
DPRD.




Oa.

10.

Tunjangan Perumahan adalah uang yang diberikan
setiap bulan kepada Anggota DPRD sebagai pengganti
penyediaan rumah negara dan perlengkapannya

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tunjangan  Transportasi adalah bagian dari
tunjangan kesejahteraan yang diberikan dalam
bentuk uang setiap bulan kepada Anggota DPRD
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pajak adalah pajak penghasilan yang dipungut atas
penerimaan berupa tunjangan perumahan dan
tunjangan transportasi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan Daerah ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

(1)

(2)

Pasal 4

Besaran Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan
dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pajak terhadap Tunjangan Perumahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada yang
bersangkutan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut :

(1)

Pasal 6

Besaran tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan




dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Pajak terhadap Tunjangan Transportasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada yang
bersangkutan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal £4{ MAR 2024

(C BUPARLTANJUNG AABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
ada tanggal /| M ARET 2024
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